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KU cdamnmn KU AL baru relah berlaku pada 22 Januari
2026, Pomoeorintah moenvatak=an te
MNMahkarmmalkh

arn. LIji materi ke
JAKARTA. KOMPAS — Pemerintah
e terhadagps

2
berbazai masukan  masyarakat
terhadap Kitab Undang-andanss
dana dan Kitab Lin-
dang-undang Hukuam Acara Pi-
dana baru yangs resmi berlakua
pada 2 Januari 2026, Koalisi
masyarakat sipil akan merman-
tau implementasi KUBEP dan
RKUBLAP sclam:a satu bulan ini.
Menteri Koordinator Bidangs
Hukum, Hak Asasi MManusia,
Imigrasi. dan Pemasyarakatan
ril Thza Mahendra menyanm -
kan, pemerintah seca -
memberlakulan
o berdas
neg-Undang Nomor
2023 tentang KUHP @Serta
rang baru berdasarkan
202025 toermntarng

tah jusa memberla-
kKukan prinsip  nonretroaktif,
sakni perkara sebelur =2 Joarea—
ari ZOZ26 akan tetap e nsEura s
kan ketentuan lama, sedangkan
perkara setelahnya tunduk pa-
da ketentuan KUFEP dan KU-
HAP baru. Sebanyak 25 per-
aturan permerintah,. satu  per-
aturan presiden. dan beberapa
aturan turonan lainnaa disis
kan untuk mendulkUngs masa
transisi tersebut.

“Pemberlakuan ini bukan
akhir. melainkan awal doari ewva-
luasi berkelanjutan. Pemerin-
tah terbuka terhadap masukan
masyarakat sipil demi terwou-
Judnya sterm  hukum_ pidana

yang adil. manus dan ber-
kata Yusril,  Jumat
(z 1L ZOZ6D.

Angeota Komisi TTT DPR dari
Fraksi Partai Nasdem. Rudianto
Lallo. menegaskan, KUUHP dan
KLUTH AP diharapkan bisa men-

Janmeab problematilca hulkuirm
yang ada di Indonesia
Terkait KUMHAP, Ruadianto

menckankan kepada penesak
hukurm untuk menjadilkanmnya
panduan sebinoos tidak L i
mengzatasnarmakan hulkumm -
kukan kriminalisasi.
isah, Kepala Biro
Penerangan Masyvarakat Driwvisi
Flury = Polri Brigadir Jenderal
(Fol) Trunoyudo Wisnu Andiko
e g car, Bareskrizm Polri
telah mensusun panduan doan
pe(lnuuan pelaksanaan KULTETI P
«lzamn THAF baru, termmasuk
format administrasi dalarn Pro-
ses penvidilkan wlak pidana
e ngan dern . se T -

buka pada masukl
Konstitusi tetap terbuka.

Sejurmilah Pasal Kontroversial dalam KUOHP

Topik: Hidup bermasyarakat

Pasal

Cpesiiripsi sinagkat: Mengakui
“hukuwm yang bidup d
masyarakat” (hukum adat) dalam
permidanaan

- Keterangan: Dianggag
e rmibu Boan ketrﬁakpas(lah
hukum karena standars bwakcorm
adat berbeda i setiap dasrah

Penghinaan Presiden

Pasal 218 dan 219

- Pidana bagi yanc

- BIAaNgOaD e TG N i boemniba i
delik yvang pernah dibatalkan MK
dan mengancam kebe o

[

ko 2
i kepada Lembaga Negara
Pasal 240 dan 241

- LaranganrenghinarkeEiE s aan

umum [DPR. Polr

. kejaksaan,

" wang berpotensi
membungkam aktivis dan kritik
terhadap kinera pemerintan

Tindak pidana agama

Pasal 300-305

- Mengatur ¢

gga pi c
memicu oramndg i jadi tidak
beragama [apostasi]

- Dinilai multitafsir dan dapat
memperburuk diskriminasi
ternadap kelompok minoritas.

Kesusilaan [privasil

Pasal 11 dan 412

seks di luar nikah

daan
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Aikabh (kumpul kebo
= Dianggap sebagai
e ey Rl e s e cAealie ey
ranah domestik/privat

sur penegakan hukurm di liroaes-
kungan Polri telah menerapkan
ketentuan baru tersebut. Pene -
rapan dilakukarn secara merwe —
ITuruh di semuua funeEsi.

TPer pukul OO0l Jurmat. 2
Januari 20O26E.  scemua petugos
Ppengemban pemncesakan bhukurn
Polri telah memedomani pelak-
anann dan mengimplernmenta-
sikan pedoman tersebut.” kata
Trunoyudo. kemarin.

Uji materi ke MK

Peneliti ITnstitute for Crimmia-
nal Justice Reform (ICJJRY, NMa-
idina Rahmmaswati. menutuckar.
koalisi masyarabat sip reTuarn
membahas secara detail untulk

=2

lllullg;l_]lll-..;u] wuji materi KUTFILP
cdan KUTHAP ke NIK.
Selarma satu bulan ird ik -

a akan mermantaun lelb
poenerapan KU FP n KLU HAP
tersebut. Hal ini termasuk me-
metakan potensi kekacauan hu-
kum serta mengumpulkan data
dan dokurmentasi cl:nupf-_k e —
nerapan KUTH P dan

"y

dalan substansi KUTEFLAP kutﬂ\d
dipaksakan untuk diterapkan.
Salah satu yang paling disorot,
adanya kewenargan yang begi_
tu besar oleh penyidik Polri.

Ketua Umum DPN Perhim-
punan Advokat Indonesia (Pe-

radid) Luhut MEP Pangaribuan
dusa rllcxl\ajllpdik’i]l_ jika de-

smlian e berlakunya
KLTH P «dan I\(‘[I—\P‘ tidak (llgl.lf
bBris
MK akan menjadi lanskah nya-
tza. Unmtuk itu,. Peradi akan rmmermny—
pgn pk_:l_rl Te rlebjh d.Jhl_llu_ ter-

akan diwuji n1dler1 k:~
terialu banyak pasal
masalal
TRami akan e persi
sebagaimana Peradi sampaikan
sebelurmry o Soal PP e
nanti akan menungsu perkem-
banman., yangs sccara borsarmann
meliluat Pelak naar KU LA
Az KUTH P juga,.” kata Lubouat.
DLLa_(l Falkultas FHukurrn Uni-
»a Avan Eko Wi-
wrto melihat, munoculnya Ke-
khawatiran publik terhadap
KLTH P dan KUTEFLAP (1E|)iL'I.I olel
adanya rasa karang pee e a ter-
hadap penegakan e bctarea cli Taee—
[
ebuah pasal, karet ataa ti-
daknya itu sangat dipengarnabhi
oleh  penafsiran  pencoalk oo
kum. Adanya kepentingan poli-
tik. hukum tebang p . ini yvangs
membuat orientasi tidak untulk
keadilan., tetapi kepentingon.”
LjErTayea. (YT ERCTCE)
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